
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

                                                                             Hlm. 1 dari 11 hlm putusan No. 0501/Pdt.G/2016/PA.Mtr. 
 

P U T U S A N 

Nomor 0501/Pdt.G/2016/PA.Mtr 

حِيـــــــــــــم حْمَنِ الرَّ  بسِْــــــــــمِ اللـّــَــــهِ الرَّ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara 

Cerai Talak yang diajukan oleh:  

Drs.Abdul Wahab, bin H. Mansyur, lahir di Dasan Sari tanggal 31 Desember 

1942, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan 

Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan KH. Mansyur Lingkungan 

Dasan Sari RT.002 RW.038 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan 

Ampenan Kota Mataram, sebagai Pemohon.  

melawan 

Nurhayati binti Nafsah, lahir di Ampenan tanggal 11 September 1971, umur 

45, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TKW, semula 

bertempat tinggal di Lingkungan Taman Kapitan Kelurahan 

Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram; saat ini tidak 

diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (GAIB);  sebagai  

Termohon. 

Pengadilan Agama tersebut. 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara. 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti. 

DUDUK PERKARA 

 Menimbang, bahwa Pemohon  dalam surat permohonannya tertanggal 

04 Oktober  2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, 

Nomor: 0501/Pdt.G/2016/PA Mtr. tanggal 04 Oktober 2016, mengemukakan 

dalil-dalil permohonannya sebagai berikut : 

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2009, Pemohon dengan Termohon  

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram sebagaimana 

ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/32/IV/2009 tanggal 11 Mei 

2009;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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2. Bahwa setelah nikah Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan 

Dasan Sari Kelurahan Kebun Sari selama 6 tahun; 

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon  dengan Termohon  telah hidup 

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan; 

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2014 kehidupan rumah tangga 

Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya 

perselisihan antara Pemohon  dengan Termohon  yang terus menerus 

dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan 

antara lain:  

a. Termohon tidak suka kepada anak-anak Pemohon; 

b. Pemohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon; 

c. Termohon menuntut biaya pendidikan anak Termohon dengan suami 

pertama Termohon kepada Pemohon; 

5. Bahwa lebih kurang sejak bulan September 2015 berturut-turut hingga 

sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin  Pemohon dan 

tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim 

kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah 

Republik Indonesia; 

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain 

menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya; 

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon  sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan 

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing 

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka 

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan 

permasalahan antara Pemohon dengan Termohon; 

8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, 

Pemohon  mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan 

salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram  
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untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan 

untuk kepentingan tersebut;  

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; 

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 

PRIMER : 

a. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap 

Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram; 

c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk 

mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama dimana 

perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan 

Termohon; 

d. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku; 

SUBSIDER: 

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di 

persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak 

mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan 

meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui RRI Regional Mataram  Nomor  

0501/Pdt.G/2016/PA.Mtr, tanggal 11 Oktober 2016, dan 11 November 2016 

yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan 

patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa 

hadirnya Termohon sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.  

      Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha 

menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun 

kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;     

      Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang 

tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon 

yang isi dan alasannya tetap dipertehankan oleh Pemohon; 
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon  

mengajukan bukti surat berupa: 

A. Bukti Surat 

➢ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271013112420035 an. Abdul 

Wahab, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan 

bermaterai cukup, kemudian ditandai dengan (P.01) 

➢ fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 265/32/IV/2009 tanggal 1 Mei 2009 

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Ampenan Kota Mataram dan telah dicocokkan dengan aslinya serta 

diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.02);    

B. Bukti Saksi  

Saksi kesatu : M.Iskandar Aminullah bin Drs.Abdul wahab, yang memberikan 

keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :  

➢ Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan kenal pula dengan 

Termohon sebagai ibu tiri saksi;; 

➢ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri 

yang sah dan selama menikah belum  dikaruniai  anak; 

➢  Bahwa saksi mengetahui sejak Agustus 2014 rumah tangga Pemohon 

dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan 

perselisihan disebabkan Termohon tidak suka dengan keberadaan anak 

bawaan Pemohon dalam rumah tangganya,sedangkan anak bawaan 

Termohon sendiri diminta untuk di penuhi kebutuhannya oleh Pemohon;  

➢ Bahwa,saksi tahu sejak bulan September 2015, Termohon pergi 

meninggalkan Pemohon tanpa pemberitahuan kepada Pemohon dan 

hingga sekarang tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya yang 

pasti ;  

➢ Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, saksi telah 

melakukan usaha-usaha perdamaian, namun tidak berhasil dan kemelut 

rumah tangga Pemohonn dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan 

lagi ; 

Saksi kedua, Taufikurrahman S.Ag. bin Drs.Abdul Wahab, yang memberikan 

keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :  
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➢ Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon  dan saksi kenal pula 

dengan Termohon sebagai ibu tiri Saksi; 

➢ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri 

yang sah dan selama menikah belum  dikaruniai  anak; 

➢ Bahwa saksi mengetahui sejak Agustus 2014 rumah tangga Pemohon 

dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan 

perselisihan disebabkan Termohon tidak suka dengan keberadaan anak 

bawaan Pemohon dalam rumah tangganya,sedangkan anak bawaan 

Termohon sendiri diminta untuk di penuhi kebutuhannya oleh Pemohon;  

➢ Bahwa,saksi tahu sejak bulan september 2015,Termohon pergi 

meninggalkan Pemohon tanpa pemberitahuan kepada Pemohon dan 

hingga sekarang tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya yang 

pasti ;  

➢ Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon,saksi telah 

melakukan usaha-usaha perdamaian,namun tidak berhasil dan kemelut 

rumah tangga Pemohonn dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan 

lagi ; 

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para 

saksi tersebut;  

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya, pihak Pemohon tidak 

mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera 

diputus;  

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera 

dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana dimaksud di atas;  

Menimbang, bahwa karena Temohon tidak pernah hadir di persidangan 

meskipun telah di panggil secara sah sebagaimana diuraikan di atas,maka 

kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu 

keharusan untuk menempuh mediasi tidak perlu dilakukan lagi sebagaimana 

Disclaimer
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ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 

Tahun 2016  tentang Mediasi ,dan ketidakhadiran Temohon tersebut tidak 

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,maka Termohon harus pula 

dinyatakan tidak hadir dan perkara ini di periksa tanpa hadirnya Termohon  

sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. 

Menimbang,bahwa berdasarkan Surat  permohonan  Pemohon 

tertanggal 04 Oktober 2016 sebagaimana diuraikan diatas,Pemohon telah 

mengajukan permohon cerai  dengan dalil atau alasan yang pada pokoknya 

sebagai berikut   

➢ Bahwa,Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 

tanggal 14 April 2009  dan belum dikaruniai anak ; 

➢ Bahwa,sejak bulan Agustus 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak suka 

dengan keberadaan anak bawaan Pemohon dan disisi lain Termohon selalu 

menuntut pemenuhan biaya pendidikan anak bawaan Termohon sendiri 

kepada Pemohon, serta Termohon sering/suka pergi meninggalkan rumah 

tanpa izin dari Pemohon;  

➢ Bahwa,sejak bulan September 2015 Termohon pergi meningglkan Pemohon 

sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih dan Pemohon tidak 

mengetahui keberadaan atau tempat tinggal Termohon secara pasti di 

wilayah Republik Indonesia kendatipun Pemohon berusaha mencari dan 

menanyakan kepada keluarga dan teman Termohon sendiri ; 

            Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan oleh 

Majelis Hakim menilai bahwa Termohon dianggap membenarkan dalil-dalil 

permohonan Permohon tersebut. 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan 

alasan adanya percekcokan dan pertengkaran yang terus menerus, maka 

masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-

saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak 

untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcokan dalam rumah 
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tangga Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;  

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan 

untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah rumah tangga antara 

Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah  

perkawinan Pemohon  dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak 

ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai 

suami isteri. 

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil 

permohonannya telah mengajukan bukti (P.01) berupa kartu Tanda Penduduk 

atas nama Abdul Wahab  dan alat bukti P.02) berupa fotokopi buku kutipan akte 

nikah sebagaimana telah diuraikan diatas, yang isinya menerangkan telah 

terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Pemohon dan 

Termohon sehingga bukti (P.01) dan (P.02) telah memenuhi syarat formil dan 

materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. ; 

Menimbang,bahwa bukti (P.01) dan (P.02) merupakan alat bukti otentik 

karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang ,sehingga mempunyai kekuatan 

pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang 

menunjukkan  kepalsuannya ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.01) tersebut Pemohon telah 

ternyata bertempat tinggal di Kota Mataram yang merupakan wilayah 

Yurisdikasi Pengadilan Agama Mataram dan berdasarkan alat bukti (P.02) pula  

telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga 

Pemohon memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas  yang cukup 

(legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di  Pengadilan Agama 

Mataram  ; 

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas,Majlis 

Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan 

mendukung serta menguatkan dalil-dali permohonan Pemohon,sehingga Majlis 

Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

                                                                             Hlm. 8 dari 11 hlm putusan No. 0501/Pdt.G/2016/PA.Mtr. 
 

Menimbang,bahwa berkaitan dengan  pertimbangan-pertimbangan   

diatas , maka Majlis Hakim menilai dan berpendapat telah menemukan fakta 

hukum dipersidangan sebagai berikut : 

➢ Bahwa Pemohon  dan Temohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 

April 2009, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota 

Mataram dan belum dikaruniai anak; 

➢ Bahwa sejak bulan Agustus  2014  rumh tangga Pemohon dan Termohon 

mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

➢ Bahwa sebagai puncak pertengkaran terjadi pada bulan September  2015  

dimana  Termohon  pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang secara 

terus menerus dan sejak itu pula Termohon tidak diketahui keberadaan atau 

alamatnya di Wilayah Republik Indonesia ; 

             Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan apabila 

perkawinan mereka  diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana 

dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Jo pasal 3 Kompilasi 

Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhana 

Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah,mawaddah dan rahmah tidak tercapai , sehingga bila memperhatikan 

kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini Majlis Hakim 

menilai sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab 

cinta kasih yang menjadi salah satu perekat fundamental keutuhan sebuah 

rumah tangga sudah tidak ada dan apabila  suasana yang demikian tetap 

dipertahankan , bukannya kebahagian yang akan didapatkan, melainkan 

penderitaan  batin yang berkepanjangan, dan kemungkinan kemudharatannya 

akan lebih besar kepada kedua belah pihak  daripada manfaatannya  dan hal 

itu  harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam Kaidah fiqh, yang artinya 

: “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan  yang lebih  

maslahat” . dan dengan dasar itu pula  Majelis menilai bahwa  perceraian 

adalah merupakan solusi terbaik dan maslahat bagi Pemohon dan Termohon;  
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Menimbang, bahwa berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan yang 

diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa  permohonan 

Pemohon  untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo 

pasal 19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf 

(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu   permohonan Pemohon  patut untuk 

dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 

satu raj’I terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram; 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir 

dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya setelah 

dipanggil secara resmi dan patut tanpa disebabkan adanya halangan yang 

sah,maka perkara ini diputus dan diterima tanpa hadirnya Termohon (Verstek) 

sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 

Menimbang,bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-undang No.7 Tahun 

1989  tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang 

No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 Tahun 

2009 jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam,maka Majlis Hakim 

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram atau Pejabat lain 

yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan tentang terjadinya ikrar 

talak sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat (2) Undang-undang Peradilan 

Agama diatas pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ampenan Kota 

Mataram yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan tempat perkawinan 

dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam alat bukti (P.02) untuk dicatat 

perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; 

  Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 .dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009  maka biaya yang timbul karena perkara ini 

dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam 

amar putusan ini;  
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Mengingat:  Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum 

Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak 

hadir dipersidangan 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (Drs.Abdul Wahab  bin H.Mansyur) untuk 

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurhayati binti Nafsah) 

didepan sidang Pengadilan Agama Mataram; 

4.  Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram atau 

Pejabat yang di tunjuk untuk mengirim Salinan Penetapan tentang 

terjadinya ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Ampenan Kota Mataram untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar 

yang disediakan untuk itu; 

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram, pada 

hari Rabu, tanggal 11 Januari  2017 Masehi, bertepatan dengan 12 Rabiulakhir 

1438 Hijriyah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H.   sebagai   Ketua      Majelis, Drs. 

H. Muhammad Noor S.H. dan Abidin H.Achmad,SH masing - masing sebagai 

Hakim  Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis 

yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk 

umum dengan dibantu oleh Drs. Lalu Jamaludin, S.H. sebagai Panitera 

Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon. 

 

    Hakim Anggota                                              Ketua Majelis  

                                                                              

 

        Drs.H.Muhammad Noor,S.H.                            Yusuf Effendi, S.H. 
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          Hakim Anggota,     

                    

     Abidin H.Achmad, SH.                                 

                                                                               Panitera Pengganti 

                                                                                           

                                                                                 Lalu Jamaludin, S.H. 

Perincian biaya :  

1. Pendaftaran  : Rp.   30.000,00 

2. Proses  : Rp. 50.000,00 

3. Panggilan  : Rp.  285.000,00 

4. Redaksi  : Rp       5.000,00 

5. Materai  : Rp       6.000,00 

Jumlah : Rp . 376.000,00 

        (tiga ratus tujuh puluh enam  ribu rupiah. 
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